KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR  42i/2# TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN BURU

Menimbang

Mengingat

d.

1.

BUPATI BURU,

bahwa dengan adanya Pembentukan HKabupaten Buru
merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Maluku
tengah, Provinsi Maluku maka perlu dilakukan
penyesuaian/perubahan nama-nama sekolah di wilayah
Kabupaten Buru;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penectapan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah
Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri di Wilayah Kabupaten Buru;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokolk
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomorl69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999  tentang
Pembentukan Provinsi Malulku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3961);

Undang-Undang MNomor 20 Tehun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
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13.

14.

15:

16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang HNomor 23 Tahun 2014 ieniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
5104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 MNomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Tekmis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Permendiknas Nomeor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2003
tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran
Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nemor 26 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008
Homor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03);

Peraturan Bupati Buru Nomor 58 Tahun 2005 icntang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten
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17. Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 77};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah
Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri di Wilayah Kabupaten Buru;

KEDUA 2 Dengan Keputusan Bupati-ini- diletapkan Seckolah Dasar
Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah
Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri di wilayah Kabupaten Buru sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Sekolah
Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah
Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri sebapaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, serta
hal-hal vyang bersifat teknis dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
undangan vang berlaku;

KEEMPAT - Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015,
Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Buru.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 28 Juli 2015

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Menteri Pendidikan dan Kebudeyaan Rl di Jakarta;

3. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;

4. Menteri Kenangan Bepuablik Indonesia-Jdi Jakarta;

o, Eepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
6. HKepala KPEN Provinsi Malubo di Ambeon;

7. Hetua DPFRD Kabupaten Buru di Namlea;

8. HKepals BPEKD Kabupaten Buru di Namlea;

%, Eepala BED Eabupaten Buru di Namles;

10, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea;

I'l. Yang bersangkutan untuk diketahui sehapaimana mestinya.



LAMPIRAN KEPUTLISAN BUPATI BURU

NOMOR 40 ¢ 38%
TANGGAL 2B JUL| 2015
TENTANG

TAHUN 2015

SEKOLAH MEMENGAH KEIURLUAN NEGERI DI WILAYAH KABLIPATEN BURL

: PEMETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN

FERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

TAHUN ALAMAT ALAMAT
LA PSS PENDIRIAN DESA KECAMATAN il DESA KECAMA
2 3 4 5 5 T B g
SEXDLAH DASAR NEGERI [SDN)
KEC.NAMLEA
5D NEGERI 1 NAMLEA £0100959 1549 NAMLEA, NAMLEA 5D NEGERI 1 NAMLEA MAMLEA MAMLE
|5D NEGERI 2 NAMLEA 50100954 1959 NAMLEA MAMLEA SD MEGERI 2 NAMLEA NAMLEA NAMLE
S0 NEGERI MARLOSO 60100919 1962 MARLOSD NAMLEA SD NEGERI 3 NAMLEA MARLOSO NAMLE
S0 INPRES NAMLEA 60100912 1574 MAMLEA NAMLEA SO MEGERI 4 NAMLEA NAMLEA NAMLE
S0 INPRES KARANG IAYA BO101150 1976 KARANG JAYA NAMLEA SO MEGERI 5 NAMLEA KARANG JAYA NAMLE
|50 INPRES 11IKU BESAR 60101152 1979 NAMLEA NAMLEA SD MEGERI 6 NAMLEA NAMLEA NAMLE
50 NEGERI BATUBOY 60100964 1982 BATUBOY NAMLEA, SD NEGERI 7 NAMLEA BATUBOY NAMLE
50 INPRES SANLEKD 60100938 1983 SANLEKOD NAMLEA 5D NEGERI 8 NAMLEA SANLEKD NAMLE
15D MEGER] SIAHONI 60100033 1980 SIAHON NAMLEA 5D NEGERI 9 NAMLEA SIAHONI NAMLE
|50 NEGERI BUKIT PERMA) G0100962 2002 NAMLEA, MAMLEA S0 NEGERI 10 NAMLEA NAMLEA NAMLE
S0 NEGERI 3 NAMLEA GO103718 2010 NAMLEA, NAMLEA, SO MEGERI 11 MAMLEA NAMLEA NAMLE
SDLB NEGERI MARLOSD BO103980 2011 MARLOS0 NAMLEA SO MEGERI 12 MAMLEA MARLOS0 NAMLE
S0 NEGERI 13 NAMLEA 2015 KARANG LAYA NAMLEA SD NEGERI 13 NAMLEA KARANG JAYA HAMLI:
KEC.AIRBUAYA
50 NEGERI AIRBUAYA 60100966 1948 AIRBUAYA AIRBUAYA 5D NEGER! 1 AIRBUAYA AIRBUAYA AIRBUA
S0 INPRES AIRBUAYA 50101129 1975 AIRBUAYA AIRBLAYA S0 NEGERI 2 AIRBUAYA AIRBUAYA AIRBUS
|50 INPRES WAEPURE £0101089 1376 WAEPURE AIRBUAYA S0 NEGER] 3 AIRBUAYA WAEPURE AIRBUZ
|50 INPRES WAELANGA 60101100 1579 SELWADL AIRBUAYA S0 NEGER] 4 AIRBUAYA SELWADU AIRBUA
|50 INPRES SALWADU 60101124 1683 SELWADL AIRBUAYA 50 NEGER| 5 AIRBUAYA SELWADL AIRBLA
|50 INPRES TAMIUNG KARANG 6010109 1963 TANIJUNG KARANG AIRBUAYA SO NEGERI 6 AIRBUAYA TAMIUNG KARANG AIRBLA
5D NEGER) WAEKASE 60101008 1990 WAEKASE AIRBUAYA SO NEGERI 7 AIRBUAYA WAEKASE AIRBL
SD NEGERI WAERUBA 60103356 1904 BARA AIRBUAYA SO MEGERI B AIRBLAYA BARA AIRBLI
SD NEGERI AWILINAN 60100965 2002 AWILINAN AIRBUAYA SD NEGERI O AIRBUAYA AWILINAN AIRBUA
|50 NEGERI WAEHOTONG BARU 60103353 2005 WAEHOTONG BARU AIRBUAYA SD NEGERI 10 AIRBUAYA WAEHOTONG BARU AIRBLZ
|50 NEGERI WALMATINA £0103933 2010 SELWADU AIRBUAYA S0 NEGERI 11 AIRBUAYA SELWADU AIRBLA
|50 NEGERI WASBAKAT £0101109 2013 WASBAKAT AIRBUAYA S0 NEGERE 12 AIRBUAYA WASBAKAT AIRBUA




